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kLetzatan terhadap

Al baghyuw ialah peluar dari

t

b

idak =zah.
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imam yag sah dengan cara ¥ang

i

lama Hanabilah memherikan definisl

lama Syafi’iyab dam u
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baghyu zehagal berikut
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diri dari imam, 6 ¥ang zzh dengan

alasan yang salah menurut agama atau memisahkan dirl untuk me
ruantut lk=dy a9 3 Q7-%51

Menur 21 bughat itu yang

mengaku dirinya henar dan pimpinan Lt bathil, merzka mamer—

angl imam, mempunyal gerombolan zcerta pertahanan dan Lalompok

mmbhagal Lekuatan fisik dan non fizik.{ﬁbdul Nadir Audah. G E et

Adapun s=bab-zebab perbedaan pAra ulama figih dalam mam

harikan ta‘'rif al baghyu karena parbedaan pandangan maraka

atas kes harus dipsnohi oleh al huohat,
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bukanlah parbedaan pendapat itu atas dasarny3a Yang azasi bagl
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jarimah ai baghyu.

Mayoritas fugaha madhab berusaha untuk  mengkompromikan
antara rukun dan syarat al baghyu didalam memberihanfﬁefiniai
dan merska menghendaki agar definisi tersebut sempurna.

ahdul Oaadir Audah adalah salah z=atu uwulama yand mencoba

untuk menoakompromikan dar

parbedaan

madzhab dengan men Fubkun-rukun  yang  hakiki dalam
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ta‘rif terssbut.

baghvu adalah " meEmisahkan diri dari imam dengan maksud mensn
n
tangnya'.

- 4 1 o=

Fukun—rukun al baghyu yang nampak dalam ta‘rif diatas

yvang banyak ada tiga, yAaltuw
1. Memisahkan diri dari imam,
5. Bertujuan melawan pemerintah,

%. Dengan maksud melakukan tindakan pidana (perbuatan melawan

hukum) . (Abdul Badir Audah, Juz IT 3 L74)
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kala perbuatan terssebut hanya =2bagai
kontrol terhadap pemerintah yang dilakukan oleh seskelompok te
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hatan oumum, maka perbuatan

tersebut tidaklah terkategori
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agai jarimah al baghyu.
Adapun syarat-syarat yang harus terdapat pada golongan
vang memberontak untulk dapat dikatakan al bughat adalah :
1. Alasan, syarat al bughat harus mampunyali alasan yaitu me
. ngemukakan alasan atau sebab mereka memberontak dengan
dalil yang salah atau batal walaupun dalil-dalil tersebut
menurut anggapan merska benar.
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. kekuatan, syarat bagi al bughat haruslah mempunyai kekua-
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Griimya @ Dan jika ada dua golongan dari orang — ©rang mulmin
harperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika

ealah satu dari kedua golongan ity berbuat aniaya

terhadap golangan vang lain, maka perangilah nqolon~—

gan yang aniaya itu =zhingga gQolongan itu

o

ah . jika goleongan it

~mrintah Al

, maka damaikanlah antara Leduanya
dengan adil , dan herlaku adillah . Sesungouhnya
allah menyukal orang-ofrang yang herlako adil.

fvat terssbub menuniukkan datrl bagil para
ahliul bL.‘.'_‘.:"-T":-:‘ﬂ.t wajib dipunuh, Hal 1inl adalah ‘;EI—!!I[E&[:E("'_ Jumhuar
ulama. (Muhammad All As Shobuni § Darul Fikri 471 1.

Lalu Jumhur ulama memperkuat araqumentasinya dengan mergemnuka—
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(Shohaeh al Bukhori, Juz i IV 3 2212

Hadits terszebut jelas - jelas memorediksi hagi wmat

T

izlam bahwa pada suatu masa umat islam akan herkelompok — ke
lompok, mereka begitu mudah ber=ilat lidah, halk manis seperti
madu, tetapi perbuatannya jelek bak racun mereka begitu

mudah meninggalkan agamanya semudah panah yang terlepas dari



ausurnya, merska adalah sejelek—jelek makhluk.

Dan ada lagi selain mereka yaknl mereka para ekskiusif vang
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c=lalu mengangoap orang lain tidak ada yang benar, dan dirin=
alah vang paling benar sehingga mereka tidak mau bersatu

dengan jamaah. mereka yan sperti itu pantas kalau diberi hu
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kuman bunuh yang seperti tertera pada hadits tersshut deataEs

Fandapat Jumbur toroobut juga didubkung olah Al Jash
Shozs., akan tetapi al Ja mansyartkannya pambunuhannya it
harus memakai pedang.(Ali as Shobunl 3 L)

Celain dari ayat al Our’an &0 hadits diatas , ada
juga hadit “ma Secara spesifik melegitimasi larangan bagl
pelaku jarimah al b 1y antara lain Ratllty naba -
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Artinva : Dari Abdullah: Rasulullah saw telah hersabda :tidak
hzlal darah seorang muslim ¥ang telah bersaksi bab

wasannya tidak ada tuhan =elain Allah dan sesungoub
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veiligheid) dari negara. (Wirvo Frodjodikoro, EBandung 3
FT. Erisco, 1984 i 193-1924)

Femudian cleh pembentuk KUHF di Indonesia diadakan se
kedar perbedaan yaitu dalam pasal ke 4 yang menyatakan ke
tentuan—ketentuan hukum pidana yang perlaku di Indonesia .
berlaku juga pada setiap orang jadi tidak hanya berlaku
bagi warga Indonesia saia) yang melakukan =salah satu dari

kejahatan vang termuat dalam buku ke II pada pasal—-pasal 3

i

104, 104, 107, ios, i1io, 111, Sedanagkan pazal - pasal yand

mEngenal kejahatan ekztern adalah menurut pasal 5 ke 1 ,

vang tersebut dalam Bah I dan II buku ke II dan pasal-
pasal 1604 181, 240, 179, 450G, 431, yang berlaku bagi
warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar

Dleh karena itu kejahatan yang dimaksud dalam KUHF
Indonesia yang tertera pada EBEUEU HEDQQ adalah kesjahatan
terhadap keamanan negara; baik dilakukan oleh orang Indo—
nesia didalam teritorial Indonesia atauw bukan a?ang ‘Indo-
ahatan tersebut merupakan tindak pidana

yvang berbahaya yang mengancam kelestarian negara dan

Mznusia dalam hidupnya mempunyal negara dan negara
itu sesungguhnya adalah penjslmaan hasrat kemauan seluruh
rakyat untuk menyusun suatu organisasi manusia yang besar
yang bgrguna sebagai wadah untuk melindungi diri dan hak
milik sesecrang dair ancémaﬁ hahava dan serangan. Seirama

dengan sinyalemen tersebut Montesquieu berpendapat, " Sasu
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nogguhya negara itu  merupakan alat dari manusia untuk men
capai tujuan dan Lemakmuran hidup. dan neagara pemerintah
adalah pengemudi yang menjalankan dan menentukan haluan

negara untuk mencapai tujuan”. Miriam budiardio s Frofs

Sramedia, Jakrta, 1989 cet XII 3 =3 . Semua tujuan negara
dan pemerintahannya baru bisa tercapai manakala negars ituw

kuat dan otuh serta pemerintahanny 2 te

13
i
(N
Y
o5
(1]

akekatnya adalah kepentingan Fakyat semua. Sehingga
negara tersebut harus dilindungi dari kejahatan—kejahatan
vang mengancam kLeamanan dan Lelestarian Negars dan pemsrin

tahannva,dari wenakhianatan hagian rakya

=
Maka Undang-Undang dalam KUHF mengancam dengan huku—
man—hulkuman yang beraé bagi mereka yang melakukan tindak
pidana terhadap keamanan negara dan pemerintah. Maka dari
heberapa paal yang terdapat didalam KUHF, kalau ditelusuri
akan terklasifikasi mengenal Lejahatan terhadap negara dan
pemerintah, se2bagaimana berikut :
1. Memberontak terhadap Femerintah , dengan menak lukkan
Wilavah Negara Indonesia Baik Sebagian ataupun Sepenuh
Ny 2. |
Kejahatan ini hanya dengan mengambil bentuk makar, seba
gaimana dalam KUHF pasal 10& =/d 108, yaitu =
Fasal 10&, Makar dengan maksud supaya wilayah negara

zeluruhnya atau sebagian Jjatuh keatangan

musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan
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sehagian wilayah negara dari yang lain . ci
ancam dengan pidana peEnjara  sSeumur hidups
atau pidana penjara s=lama wakty  tertentu
naling lama dua puluh tahun.

(1) Makar dengan maksud untuk menghilangkan

nidana P
0

dengan

atan wakty terktentu , paling
lama dua puluh tabhun.

3 o iars aling
{1} Diancam dengan plidana PENJArS paling
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10& KUHF, diancam dengan huakuman ber t terha

il

i 1 : Y Ll b
dap makar vang dilakukan dengan tuiuan untuk  menaklukkan

wilavah negzara seluruhnya atau sebagian dibawah peEngawa-—

=an asing ataw dengan fujuan untuk memisahkan bagian dari

wilayah negara.

Dalam persocalan ini ada dua macam tindak pidana yang

diancam dengan hubkuman yaitu :
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a) Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau se
bagian menjadi tanah jajahan atau suatu satelit.

b) Berusaha menyeébabkan bagian dari wilayah Indonesia man
jadi suatu negara yvang merdeka dan berdaulat, terlepas
dari pemerintah Indonesia.(Anwar;2Z1)

Contoh dari tindakan pidana pertama ialah peristiwa pem

berontakan Irian Barat. Dimana mereka berusaha mendirikan

negara Fapua dibawah satelit negara Belanda vang seskali-
gus memprakarsainya peristiwa tersebut. Contoh dari  tin
dakan pidana kedua vaitu peristiwa Republik Maluku Sela-

tan (RMS) vang memproklamirkan diri pada tanggal 2

1932 dibawah Fresidennya JH.Monuhutu dan perdana mentrin-

vya A.Warisal. Mereka memisahkan dari dari Republik Indo-
nesia Serikat (RIS) vang sah pada waktoa ito. ( Yusuf A

Faur, Bulan Bintang, Jakarta 19546 : 191 - 204 ) . Setelah
mereka dapat dihancurklan dan para tokoh—tokohnya tertang

kap, mereka dihadapkan ke pe
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Di dalam pasal 107 KUHF dijelaskan bahwa : !
a) Makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerin
tah. '

B) Femimpin dan pemngatur makar yang akan menggulingkan
pemerintah kesemuanya diancam dengan hubkuman.
Menggulingkan pemsrintahan yang dimaksud adalah merun-
tuhkan pemerintaban berarti menghapuskan atau mengubah
dengan jalan yang tidak sah bentuk pemerintahan yang me

nurut undang-undang dasar atau bentuk pemesrintahan  yang



safh dalam republik Indonesia.

Bentuk pemerintahan adalah bentuk yvang menvelsngoarakan

g

pemerintahan atas negara.Bentuk pemerintahan meliputi pem
bentukan pemerintahan dan cara keris slat-alat parlengka
pan negara untuk keperluan ity ditetapkan ketentuan—keten

tuan tentang kekuasszan alat rerlengkapan negara, ssrta su

SLINan

b)Y Dewan

5
M

erwakilan Ralkvat (DFR)

€} Presiden dan Wakil Fresiden

1T

.-
[
=
i
of
=3

hlkamab Aoung (MA)

e) Dewan Fertimbangan Agung (DFA&) { Eahan penataran F4 ,
UUL 45, BBHM, Sskretariat Negara Fepublik Indonesia,
ttp, tEE1S57-40)

Femimpin dan pengatur dalam pasal terssbut merngandung

- i T oSl LEF SEDULL

pengertian, crang yang menjadi pimpinan atau orang vang
mamberi perintah, sedangkan pendgatur adalah orang yang

Untuk itu bagi mereka yang makar dengan maksud menggu-—

lingkan pemerintahan adalah pamerintahan

131

2bagaimana ter

I

1

tera dalam UUD'45 yakni mengenai lembaga  pemerintahan

vang mengatur mekanisme pemerintahan. Dan bila sesearang

m

tau sekelompok orang vang dengan sengaja berbuat pidana

1=

tu maka hukumannya adalah hukuman vang tertera dalam

5

agal 106 dan pasal 108,
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Fada persoalan ini dapat diambil suatu contoh/peristiwa
Rferakan DI/TII, gerakan ini adalah suatu gerakan yang
mengingini perubahan secars prinsipan dalam struktur dan
dasar negara Islam. Keinginan ini memerlukan perubahan
Undano—-Undang Dasar Negara s&cars prinsip, yakni Undang-—

Al-Dur’an dan Hadits.

Undang dasar

Suatu peristiwa yang masih hangat di ingatan kita
tentana pemberontakan atau memakai istilah sekarang gersa
g P

pemerintah dengan seén

merintah dengan menyatu dengan aerombolan atau menggabung

kan diri pada gerombolan yang m2lawan pemerintah" . (Jawa

Fos. Selasa Fahing, 29 Desember 1992 ;3 1 ) Maka menurut

Kapalri perkara Xanana ditudubkan pada pasal 10& KUHF sub

sideir pasal 108 EUHF ditambah dengan UU darurat No 12
Kemudian dalam pasal 108 EUHF dijelaskan ancaman ¥ang

a) Barang siapa melawan pemerintah dengan senjata terha-
dap kekuasaan yang telah sah herdiri di Negara Indone-—
=ia.

bh) Earang siapa yang dengan niat menetang kepada kebkua-
zaan yang telah berdiri dengan sah kemudian menggabung
kan diri pada gerombolan orang yang berzenjata untuk

melawan kekuasaan itu.



uJl
A

) baci pemimpin pemberontakan ity diancam dengan hukuman
vang lebih barat.

pahila melawan atauw @menyarang

H

Foambzrontakan itu ada

4]
i

dengan senjata dan dilaksanakan oleh orang hanvalk  yang

atauy dua

Raprns dituiukan

hubkwin menurat

IRigRuRi stan marubah  pemsrintahan fE Mg lama
dengan maksud melawan saja, misalnya tidak puas. (R.Soesi-
logesd

Sebanai contoh vang berhubungan dengan  pasal 102 ind

ialah peristiwa teror yang dipimpin oleh = We=zterling
dengan AFRA nya di kota Eandung pada tanggal 2% Januari
1953, vang menyebabkan banyak anggota THMI vang bergugur-—

an. Demikian pula peristiwa FKI Madiun dan Saerakan 20

September, GFK Timor - timor serta RMS

dengan pasal ini.

Fasal 110 KUHF berhubungan dengan mufakat jahat melawan

1]

pegawai pemerintah dan pasal ini dimaksudkan agar perbu
tan persediaan untuk melakukan perlawanan itu dapat Juga
dihukum, walaupun penyverangan itu belum terjadi . Tetapi
hani terdakwa harus terbukiti bahwa memang terpyata  ada

mempunyai maksud yang ditujukan untuk memparsiapkan  atau
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1]

menambah terlaksananya kejahatan yang telah disebutkan
pada pasal 104 sampai dengan pasal 108 KUHF.

Fada ayat 5 pasal 110 EKUHF , ini adalah ditujukan
bagi mereka yang sadar tealah memberikan bantuan ‘terhadap
persiapan-persiapan untuk melakubkan kejahatan ini tetapi
tidak ikut campur dalam peslaksanaanya. Jika bagi meareka
tidak dikenai hukuman maka tentu akan mempersulit  tugas
pemerintah untuk menjalankan tugas zehagai penyidik dalam
rangka membuktikan kejahatan tersebut, oleh karena marehka

pun harus diberi hukuman dan dalam hal ini KUHF telah

mengaturnya. kemudian dalam pasal 237 KUHF juga disebut-
kan sebagai berikut :

"Rarang siapa pada waktu damai dengan memakal =alah
=atu cara berdasarkan pasal 55 NO. 2 sengaja mangan—
jurktan supaya ada huru — hara atau nemberontakan di
kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas

negara atau mempermudahnya menurut suatu cara  yang
bardasarkan pasal 54, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun®.

Eahwa dalam pasal ini merupakan ancaman tentand peng

hasutan vang dilakukan dalam waktu damai supaya anggota

wembarontak . Semua kejahatan yang herta-—

3

-

=}

i

{

anagkatan pe

4
]

lian dengan pemberontakan ini adalah kejahatan—keiahgtan
yvang berat sifatnya, karena itu segala orang - aréng Y ANGg
terdakwa melakukan kejahatan ini =segera ditahan. ( Dali
Mutiara : Tafsir 3 74-73)

R Keiahatan terhadap Fresiden dan Wakil Fresiden

kejahatan terhadap Fresiden dan Wakil Fresiden dapat

mengambil bentuk sebagai berikut :



Makar.
ni dalam KUHF Fasal 104 dissbutkan :

nMakar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau m=

rampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Frasi-
den dan Wakil Fresidsn pemerintah , diancam dengan
pidana mati atau pidana saunur hidup ataw pidana S8
mentara paling lama dua puluhb tahun".

Dari bunyi pasal ini dapat dirinci tigs macam tindak
valto g
a. Makar wang dilakukan dengan tujuan { pogmerk ) in ek
membunuh kepala negara.
b. Makar vang tuiuan  untuk menghi—

c. Makar vang dilakukan dangan tujuan  meniadikan
keapala negara tidal dapat msnjalankan pemarin

Makar {(aanslag) itu biasanya dilakukan dengan perbua-
tan-perbuatan. Apabila orang baru melakukan perbuatan

g}

21

i

iapan {voorberidings handelin
dihukum. Supaya dapat dibubkum ia harus mulial perbuatan
pelaksanaan (ultvoering mandeling). Untuk perbuatan  pe

1

b

Lsanaan ini tidak perla  ada perencanaan tarlebih

7]

dahulu, sudah cukup apabila unsur zengaja telah ada.
Maksud membunuh adalah menghilangkan nDyawa, sadang me
rampas kemerdskaan itu harus di  tempat yang sempit.
tidak bergerak sama sekali.( H.&.K Moch Anwar s Bring

Jend Fol

23
"'s

= SH Cet VI ( Bandung Citra Aditya hakti,
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1994;218). Tetapi cukup menculiknya , kemudian disuruh
tinggal di Istana atau ruangan yang cukup luas untuk
hidup bergerak dengan leluasa cuma dijaga ketat sehing—
ga kemerdékaan terbatas. (R.Soesiloi?3)

Menjadi hak Fresiden atau Wakil FPresiden tidak dapat

menjalankan tugas pemarintahan s dapat dilakukan
dengan macam — MAaCAM CAFA, misalnya dengan mamberi  pu
kulan atau memberi obat - obatan atau bahan - bahan ma
kanam atau minuman yang menganggu kesshatannya baik

dan sengaja, bahwa perbuatannya itu .ditujukan hkepada

kepala negara atau wakilnya. Faristiwa pidana semacam
ini tidak ada apabila penjahat melakukan penyerangan ke
pada orang yang tidak diketahuinya bahwa ia adalah ke
pala negara atau wakilnya.(R. Soesilo;?4)

an terhadap Tubuh Fresiden atau  Wakil

Di dalam KUHF pasal 131 disebutkan 3
"Tiap—tiap perbuaan menyetrand tubuh Fresiden atau
waP11 Fresiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan
Fidana vang lebih berat, dipidana dengan pidana p2n
jara selama-lamanya dnlapan tahun"
Fasal ini mengancam hukuman pada tiap—tiap perbuatan
menyerang terhadap Tubuh Fresiden atau Wakil Fresiden

berupa apapun juga, yang tidak masuk ketentuan pidana

vang lebih berat , misalnya s=perti  memukul dengan
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tangan atau menyegpak dengan kaki, yand apabila dilaku-

Lan terhadap orang hiaza misalnya, hanysa akan menimbul-

18

kan peristiwa pidana "manganiayasn piasa"( pasal 51 ).,

"menganiayaan rindan “ (pasal I52), atau penganiayaan~
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8% dan pasal I

umum mengeanai larangan wn bk
snada Fresiden dan Wakil Fresiden.
Jama Baik Fresiden dan Wakil
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Fasal 134 : FPenghinaan dengan sengala terhadap
Eresiden dan  Wakil Fresiden dipidana
dengan pidana peEnjars =slama — lamanya
snam tahun,ataw denda sshanyak-banyaknya
empat ribu lima ratus rupiah.

Faszal 1%& : {(bis) Dalam penaesrtian penghinaan dengan
sengaja didalam pasal 174 termasuk  juga
penghinaan yang diteranokan dalam nasal
%15, jika penghinasan ity dilakukan dibe

lakang vang dihina , vaitu baik yand di
muka umum dengan beberapsa perbuatan, mau
pun tidak dimuka umum, derngan mulut atau
dengan tulisan, tetapi dihadapan ©2rang
lain, yang hadir dengan tidak Lenautannya
dan orang itn merasa herkecil hati .akan

perbuatan itu.
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Fazal ini dengan Jjelas mengancan hukﬁman perbuatan

menghina dengan sengaja” tefhadap Fresiden dan Wakil

Presiden. Fenghinaan tersebut adalah segala perbuatan

macam apapun yang menyerang nama haik, martabat atau =)
agungan Presiden atau Wakil Fresiden.

Untuk dapat dituntu dengan pasal inl s pe

mengetahui benar - bhermar bahwa 1a herhadapan dangan

Presiden atau Wakil Presiden. Jika pelaku tidak mange-
tahui. maka tidak dapat dituntut dengan passl ini 4 Ee
tapi dengan pasal-pasal yang rersebut didalam bab XVI

I
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iapa menyiarkan , mempertunjuk—

i
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ataul men hingga k=lihatan

w
=

m

=M

A

oleh umum tulisan atau gambar, Yang isi

Ava menghina Fresiden atay Wakil FPresi-

-5

1]

]

ud supaya isinya yang me

1 5
Hij
"l
i

e L
lzngan mak

m

nahina ituw diketahui oleh umum, dipida-
na denogan pidana penjara se2lama—lamanya

=

i

+tu tahun Empat hitlan atau denda s
banyak—-banyaknya empat ribu lima ratus

rupiah.

-]

kalau yang bersalah itu melakukan keia
hatan itu dalam peskeriaannya. dan pada
waktu melakukan keiahatan itu  belum
lewat dua tahun sesudah pemidanaannya
vang dahulu, menjadi tetap karena kelia

hatan yang semacam itu juga . maka ia



pat=]

dapat diﬁabut haknya melakukan neker—
jaan i1tu.

Kejahatan dalam pasal ini izsbut dengan kejahatan
penyebaran. kesiahatan ini dapat dituntut dengan tidak
usah ada pengaduan terlebih dahulu dari  kepala negars
atau Wakilnya vang terkena, s=bab jaksa dengan kswenans—

gannva dapat menuntut Lejahatan ini.

Dalam istilah "penyebaran" dimaksudkan "mengedarkan =SB
suatu barang dalam jumlah yang cukup besar & .( Anwar j
220 ) Misalnya 3 Mencetak pamflet, swurat kabar , dan

i
=
i
it
m
b |
|4
=
P

buku—buky  dalam jumlah yang banyak. Fada kel
tidal perlu dibuktikan apakah terdakwa betul ada niat’
sengaja (opzet) untuk menghina atau tidak tetapi ter
dakwa =sudah dapat dihukoam jika me2msang ia telah tahu

akan isi tulisan itu menghina dan ia bertujuan menysbar

b

can/mengedarkan isi tulisan ity supaya isi tulisan itu

i

lebih tersiar lagi dikalangan orang banyak. ( Dali Mu-

tiara jakarta Bulan Bintang 1739 51 - 53 ) S=bagai

an

contoh @ putusan Fengadilan negeri #Malang tanggal 19-
2-19%54, seorang dianggap menghina Fresiden Sossarng
nada majalah bulanan NU MUHAMMADIYAH edisi bulan April
1953 yang menyatakan bahwa Bung karno adalah agama 3on
toloyo yvang tidak ada kemanusiaan didalamnya. { Ruslam
saleh Yongyakarta: Yayasan badan Fenerbit gama:;?1-104).

teniadi mata-mata dan kaki tangan negara asing yang me

rupakan pengkhianatan negara.



Bentuk dari kejahatan ini biza berupa i
2. Menggerakkan negara asing unuk melakukan permusuhan
atau perang terhadap negara.
Fazal 111 ; (1) barang siapa mengadakan perhubungan
dengan negara asings dengan sedrang Raia
atau suku bunga dengan maksud menggerak-

kannya untuk malakukan perbuatan pearmus

kan bantuan pada perbuatan itu ataw  mem
bantu mempersiapkan perbuatan terzebut .,
diancam dengan pidana penjara paling
lama lima beiaa tahun.

(2) Jika permusuhan atauw perang =sungguh
terjadi, diancam dengan pidana mati atau
nidana penjara selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun.

Fasal 111 KUHF adalah perihal hukuman ter

hadap pengkhianat negara. Tindak pidana dari pasal ini

berupa mengadakan perhubungan dengan negara asing

dengan niat :

a) Akan membujuk supaya dengan negara asing itu melaku-
kan perbuatan permusuhan atau berperang desngan
negaranya séndiri.

b) Memperkuat kehendak negara asing untuk berbuat demi-

kian, atau
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) Menyanggupi bantuan kepada negara asing, ataun

41 Memberi bantuan dalam hal mempersiapkan hal - hal di

i
il

Sedangkan tindak pidana yang termuat dalam pasal 111

his dissbutkan adanya Liga macam tindak pidana yaitu
Fertama : mengadakan psrhubungsan dengan orang atau

atay
b)Y Menguatkan kehendal suztu badan fentang hal itu,
cl Membsri atau sanggup i bantuan dalam hal itu,

d) HMempersiapkan, memudahkan atau mengadakan penggulin-

Kedua : memasukkan suatu barang ke dalam wilayah Indo-

nesia vang dapat dipergunakan untuk membari bantuan ma
terial dalam mempesrsiapkan, memudahkan atau mengadakan
penggulingan terhadap pemerintah, jia is tahu atau  ada

alasan kuat untuﬁ mengira bahwa barang itu dipekuﬂtgk—
kan demikian.

Ketiga: menyimpan atau menjadikan pokok parjanjian
suatu barang, seperti tersebut di atas, dengan mengeta-
huii atau ada alasan kuat mengira sepsrti di  atas dan
barang itu atau barang lain yang dimasukkan ke Indone-
zia, deEngan tujuén tersebut atau diperuntukkan demikian

aleh seseorang atau badan yang bertempat di luar Indo-
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nesia. Barang-barang terssbut pada kedua dan ketiga me
liputi senjata, barang peledak, uang dan sebagainya .
(Wirvono Prodiodikoro;210-212)

Sedangkan pasal 113, 114, 115 dan 114 FKUHF adalah

aturan—-aturan tentang hukuman  untuk spionase, orang-—

sang mendapat surat-surat rahasia negara atau me

Tetapi syvarat penting untuk dapat dihukum atas tuduhan
ini bilamana memang dapat dibuktikan bahwa terdakwa me
lakukan pencurian rahasia negara itu bBenar—-benar sanga-
ja untuk suatu maksud tertentu. Oleh karena spionase
itu sangat berbahaya maka undang-undang juga memberikan
hukuman terhadap orang-orang yang mengetahui kejahatan
spionase asing. Tetapi orang terssbut tidak memberi
tahu kepada pihak vyang berwajib atas rencana atau
maksud dari spionass sebelum terjadi tindakan untulk me

mata-mataili bangsa lain.

Begitu juga pada pasal 115 KUHF menyatakan hahwa

tidak saja orang vang melakukan kejiahatan itu, yakni me
ngambil surat—-surat rahasia, tetapi Jjuga bagi orang-
orang yang memegang surat itu secara tidak wajar dan
tidak menyerahkan kepada pemiliknya atgu kepada vang
berwajib (pemerintah) yaitu jaksa, polisi atau pamong

praja.



Fazal 119 KUHF menghukum orang yang memberi tumpangan
orang lain sedang ia tahu bahwa orang itu melakubkan pe

kearjaan spionase. Juga orang-orang yang menyembunyikan

barang—-barang itu mestilah digunakan untuk p2k2ariaan

iika dilakukan dengan menipu  lebih

dahulu atan menya atau dengan dengan memakai keseras—

dengan sengaja memperbuat sesuatu yang dapat manjaru
muskan negara dalam suatu  peperangan. fedua s pada
waktu negara s=sdang  berperand dengan negara 1310,

denogan sengaja m2lang:

123 mengenal seoarang War
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atau akan berpsrang dengan negara Indonesia. Fazal 124,
avat (1) mengenai seseorang yang dalam masa zzngaja men
beri bantuan kepada tentara musuh atay merugikan negara
Indonesia terhadap negara musuh. Ayat (2} humannya akan
lebih berat Jjika =i pelaku:pertama : mangkhianatkan
kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan mustihy membi
nasakan, merusak atau menjadikannya tak bisa dipakal .

suaty tempat penjagaan  vyang dipsrkuat atau diduduki

atau gudang atau suatu simpanan makanan atau uang untuk




Lepzrluan  peErange. Kedua : menghalang -~ halangi atau
menggagalkan pekerjaan menggenangkan ailr untuk mEnang-
kie atau menyerang musuh atau pekeriaan Lemiliteran
lain. ketiga : mengadakan atau memudahkan pembermﬁ?akan

~

: i i ; = asal 125
diantara prajurit. Kemudian dikatakan oleh pas

11
wl
5]

i

]

ie

i
n
m
-]

ke indalk pidan:
Fal sk ome ke indalk pio
permufakatan untuk malakukan ting r
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jahatan yang termuat dalam  pa

122, 123, 124, dan 120 tersebut diancam dengan hukuman
berat, sebab pelakunya adalah orang = orang pengkhianat
bangsa dan negara, Yang =eharusnya mereka bela. Oleh
Larena itu sudah sepantasnya jika mereka itu tidak

bagi barang siapa pada waktu n2gara sedang berperang s
menerima seseorang unituk bersembunyi di rumahnya ataun
menolong agar dépat lari sedangkan meraka itu .adalah
mata-mata dari musuh.(Wirjono Erodiodikoros2ib).

atau Badan Femerintah

s

Kejahatan Terhadap Femsrinta
Bentuk dari kejahatan ini adalah s=bagai bherikut
a. Membangkitkan trasa permusuhan terhadap pemerintah
Di dalam KUHF 154 disebutkan :
"Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan pErmu
suhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemarin-
tah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling

i rak
lam tujuh tahun atau dendgan denda paling banya



&4

T
-

iga ratus rupiah.”

Fasal ini disebut delik pembangkit rasa permusuban.

1]

Fumusannya berszifat formal, artinya tidak perlu diseli-
diki apakah rasa permusuhan, kebencian atau panghinaan
Lo atasp kidal, Svarat

ah , perbuatan terssbut

dilakukan dimuka omum.
Semlanjutnva pasal yang lain dalam KUHF menysbutkan
5 3 o sy e oy TRNEEY
Ya1TLL Dasal LB
"Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan le=an

mavpun tulisan menghina suatu penguasa umum yang bera

da di Indonesia, diancam dengan pidana penjara

ratus rupiah.”

menjelaskan tentang adanya Jjaminan

agar badan-badan pemerintah selalu berwibawa dan dihor-
mati orang. (Dalia Mutiara ;3 &0-564) Dari cara—cara alat
negara melakukan pekerjaannya dalam pemerintahan itulah
‘terlihat bagi setiap warga negara untuk taat dan  meng
hormati alat-alat negara vang sedang melakukan tugasn-
va. Setiap penghinaan terhadap alat-alat keskuasaan peme
rintah atau badan—badan pemerintah dapat dipidana.

h. Menodai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara.

Didalam EUHF pasal 154 a dissbutkan @
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"Barang siapa menodai bend=ra kebangsaan Fepublik
Indonesia dan Lambang MNegara Republik Indonesia di

ancam dengan pidana peniara paling lama empat tahun

atau denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu

rupiah',. (Ud. No 73/1988)

Arti kata “"menodai’ dalam pasal 1ni adalah =sama
dengan menghina. Ferbuatan ini harus dilakukan dangan
ndemonstratif" artinya dapat dilihat oleh orang banyak.

Adanun vang diangdap sebagai Lambang Megara Fepublik
Indonesia ialah bendera kebangsaan dan gambar garuda

a, tetapi dalam UU. No. 73/1958 gambar garuda

pancasila tidal disebut—sebut. (R. Sughandi, SH. 1980 1
145)

c. Menghasut untuk melakukan kejahatan terhadap psngua—

=& umum

I

1

gm

1id al 1&0 disebutkan =

utl
1]

m EUHF pa

i
m

"Barang siapa dimuka umum . dengan lesan maupun tu

po—

izan menghasut supaya melakukan kejahatan pidana ,
melakukan kekerasan terhadap penguasa LUNLLM aﬁau
.tidak menuruti ketentuan pundang-undang malplin perin
tah jabatan vang diberikan berdasarkan undang-—
undang, diancam dengan pidana penjara paling lama
enam tahun atauw denda paling banvak tiga ratus
rupiah".

a=al tersebut diatas merupakan aturan hukuman ter

hadap kejahatan menghasut, mengajak membakar semangat
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orang—orang untuk malakukan =uatu pelanggaran  Undang-—
Undang negara. Perbuatan menghasut orang untuk berbuaat
jahat itu dapat dihukum apabila dilakukan ditempat ucmum
vaitu ditempat vang dapat dengan orang banyak atan di

datancoi publik. {Sgesile § 108 ) Tujuan dari suatu kaja

tinda

Menoacaukan peEmilihan umum

11
e
s
5
1]

Bontulk pidana dan hukumanny:a

diatur dalam pasal-pasal di KUHF, yaitu;

Fasal 148 3 Barang siapa pada wakIu diadakan pemiliban
berdazarkan aturan — aturan umum . dengan
sengaia atau ancaman keksrasan , dengan (2=]

kerasan merintangl seseorang memakal hak pi
lihnya dengan bebas dan tidak terganggu. d
ancam dengan  pidana - psniara paling lama
satu tahun smpat bulan.

Fazal 152 3 Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan
herdasarkan aturan — aturan  umum  d2ngan
zengaja menggagalkan pemungutan suara  yang
telah diadakan atau melakukan tipu muslihat
vang menyebabkan putusan pemungutan  suara

itu lain dari vang seharusnya dipesrcleh bar
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dazarkan kartu—kartu pemunguian suara yand

masuk secara sah atan berdasarkan SUaras

n

suara yang dikeluarkan secars =ah, diancam
dengan pidana penjara pnaling lama dua tahun

Didalam negara kesatuan FRepublik Indonesia,kedaula

tan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya olah
Maielis Fermusyawaratan Rakyat, hal ini sesuai da2ngan
UuUD 43 pasal 1 syat{?).(AcolloSurabaya, bttt thosly HMaks

pemilihan umum yang langsung, UmMUm, bebaz dan rahasia
adalah bertujoan untuk manyusun lembaga—-lembaga Fermu-

svawaratan Rakyat/Ferwakilan Eakvat yaitu Majelis Fer

3]

musyawarakat Rakyat ( MER ) Dewan Farwakilan FRakyat
Tingkat I (DFRD I}, Dewan Ferwakilan Rakyat Tinghkat II
(DFRD II) kiranya perlu diselenggarakan berdasarkan

Demokrasi Fancasila yand alaksanaanya dengan iujur dan
= Y

Maka sebagai upaya awal untuk mencegah tindakan vang

laksanaan pemilu, telah di

1

tidak demokratis

+
1

rF

1]

.j =12
=

rh

i
T}
]

atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Fidana {KUHF) buku
11 Rab IV tentang "kejahatan terhadap pelaksanaan keuwa
jiban dan hak kenegaraan”.Demikian pula telah diatur
dalam Undang-Undang Femilihan hUmum, ( UJ Ne. 15 tahun
1949 dalam bab ¥I) tentang " Letentuan pidana " yang
untuk pertama kalinya diubah dengan U No. 2 tahun 1980

dan vang ketiga kalinya diubah dengan UL No. 1 tahun
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¢g5, yvang masing-masing undang-undang targsehut disebut

-+

sobharal Undang—Undané Femilihan Umum  Anggota - Anggota

i
a

adan Fermusyawaratan/Ferwakilan rakyat, yang lebih di

kenal dengan Undang-undang Femilu. (Eintong Silabani20)

Dernan  diaturnya masalah tindak pidana pemilu, baik

dalam } m Undang-Undang Femily menuniuk-
kan kepada kits hwa pembuat Undang-Undang meEnganggap
pemilu itu merupakan hal vyang sangat penting dalam A=
hidupan bernegara ol Indeonesia. Dan yang terpenting
lagi bila pemilu teirssbut bebas darl tindakan—-tindakan
yang bertantangan dengan nilai-nilai tejujuran dan ke
adilan.

negara demokrasi, maka adalah tidak bsrlebihan hila di
Latakan keberhasilan, keliujuran dan keadilan pelaksa-
naan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi suatu

negara vang berzangkutan. Kemampuan meanampakkan pemilu

yang jujur dan adil herarti pula menampakkan Ledewasasn
demokra=i di suatu bangsa. Terkadang masih terdapat

indikasi pada masyarakat kita dan juga pada s=baglan

3]

aparatur pemsrintah, bahwa hal—-hal yang berbau politik
seperti pemilu memiliki cen=itfitas yang tinggl, s=hing
ga bila ada p2langgaran  dan berlaky ketidak adilian
tidak diuwmumkan sscara terbuka sehingga proses pendamno
krasian di negara kita belum dewasa.

Sesunggunhnya peraturan yangd mengatur sangsi -~ sangsi
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tarhadap pelanggaran toerzebut telah jelas, baik itu
dalam KUHF {(sebagaimana penyusdn remukakan dalam dasar-—
dasar larangan) maupun.dalam paraturan lain yang sifat
nya menjamin kejujuran dan keadilan dalam pemilihan

umum untuk menuwiv demokrasi yang ideal.

Kejahatan Terhadap Megara &a habat
Bentulk dari keiahatan ini adalah ssbagal berikut :
a. Fenghinaan terhadap kepala n2gars sahabat atau wa
kilnya.
Didalam EUHF pasal 142 disebutkan =
vEenghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap
raja vyang memerintah atau kepala lainnya dari
negara sahabat , diancam dengan pidansa pEnjara
paling lama lima tahun atau denda paling banyak
tiga ratus rupiah".
K¥ejahatan ini diangqap keiahatan yang berat , ka

us

rena akibat dari peristiwa ini, tidak mustahil keperca

vaan negara-negara sahabat akan hilang bahkan bisa me

Ij'l

nimbulkan peperangan diantara kedua negara tersebut
dengan demikian pantas bila KUHFE memberikan sangsi yang

berat gi pelaku kejahatan tersebut, Lain dari itu me

m

nurut kebiasaan-kebiasaan internasional, setiap negara
vang mengizinkan kepala negara asing wuntuk  berkunjung
kesuatu negara selalu meminta jaminan keselamatan t=

hadap tamunya. ( Dalia Mutiara j 48 ) Sehingga kepala
negara asing tersebut merasa aman dan tentram dimana me
reka berada, apalagi kunjungan tersebut hendak membica

rakan kongep pertahanan dan peningkatan keria sama
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skonomi, hal ini sangat prinsip bagi s setiap negara.

Oleh karenanya mer=ka perlu dilindungi.

Menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Didalam KUHP pasal 142 a (L.N 1558-127) dissbutkan

ngsaan menunujukkan kebencian, permusuban dan

1 4
r
T
=
o
T
i]
3]
T
m
=

il

ghut. Oleh karena 1tu,
hukuman pidana yang berat bagi mereka yang melakukan
tindak pidana menodal bendera neEgara sahabat. Karena,
hal itu dapat memutuskan hubungan diplomatik dan dapat
menjerat negara kedalam kancah pepsrangan.
Fenghinaan terhadap orang yang mewakili negara asing.
Didalam KUHPF disebutkan bebsrapa pasal menge =snai penghi
naan terhadap orang yang mewakili negara asing, yaltu =
Pasal 14T, FPenghinaan yang dilakuakan dengan zengaja
terhadap orang yang mawakili negara asing
4i Indonesiz, diancam dengan pidana peniara
paling lama lima tabhun atau denda paling
banvak tiga ratus Fpian.
Fasal 144, (1) Barang siapa menyiarkan . mampartunjuk—
kan, atau menempalkan dimuka umum, tulisan

atau lukisan yang berisi penghinaan terha-

dap raja yang memerintah, atau kepala lain
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nya dari negara =ahabat, atau orang yang me

wakili negara asing di Indonesia, dengan

maksud supaya isinya yang menghina itu dike

tahui atauw l2bih diketahui oleh

ancam dengan pidana pErniara paling

1
[1H

=
=1t -

bilan bulan atau denda pali

1

(21 Jika yang harsalah, melakukan

i}

1

tersebut pada waktu menjalankan

umum . di

c=iahatan

i

peEncarian

nya dan pada =zat itu balum lewat dua tahun

snjalk adanya pemidanaan yang menjadi tatap,

karena melakukan kejahatan samacam itu juga

maka dapat dilarang menjalankan

pencarian

Fazal tersebut diatas adalah aturan hukuman  terha-
dap penghinaan yang dilakukan terhadap seorand kepala
negara sahabat yang bersahabat dengan negara Republik
Indonesia atau wakil negara asing vang berkedudukan .di

negara kita, misalnya duta besar.

Orang vang didakwa melakukan penghinaan itu

baru bisa

dihukum bila p2nghinaan  1tu dituiukan kepada wakil

negara sahabat dalam fungsinya =ebagal wakil

negara

kbita. Wakil-wakil tersebut misalnya : pDuta besar , duta

konsul jenderal. Konsul.



vang dinamakan penghinaan zengaja adalah 3 halau

1

rardakwa melakukan penghinaan, aenuduh  atau mEnyerang
wakil negara asing ity dengan niat yang togas , dengan

n ada maksud-maksw rartenty atay  penghinaan

e




